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Income Tax Section 21(PPh Pasal 21) is income tax collected referring to the 
work, service, and activity done by Taxpayer People Person to production in the form 
of salary, fee, honorarium, fringe benefits, and other payment by the name and form 
of any referring to the occupation, service, and activity. Taxpayer Fundamental 
Number (NPWP) is a supporting facilities for administration of taxation utilized as 
x'self badge or Taxpayer identity. 
Purpose of research done in PT. BPR GROGOL JOYO SUKOHARJO is to 
know big of income tax to be paid employee. Research method applied that is 
interview method and questionaire. 
Based on writer analysis finds some excesses that is imposition of production 
withholding rate section 21 smaller ( applies elementary rate that is section income 
tax 17), frees people person having NPWP from overseas fiscal collector. As for its 
(the weakness is imposition of production withholding rate section 21 would be 
bigger (applies income tax bottom rate section 17 is added 20%), if don't have NPWP 
will applied overseas fiscal. 
Conclusion from research that is giving action persuasif to employee to have 
Taxpayer Fundamental Number (NPWP). Recommendation given writer that is PT. 
BPR GROGOL JOYO shall register all employees to have Taxpayer Fundamental 
Number ( NPWP). 
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Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipungut 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 
jabatan, jasa, dan kegiatan. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
Wajib Pajak.  
Tujuan penelitian yang dilakukan di PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo adalah 
untuk mengetahui besar pajak penghasilan yang harus dibayar karyawan. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu metode wawancara dan kuesioner. 
Berdasarkan analisis penulis menemukan beberapa kelebihan yaitu pengenaan 
tarif pemotongan  pajak penghasilan pasal 21 lebih kecil (menggunakan tarif dasar 
yaitu pajak penghasilan pasal 17),membebaskan orang pribadi yang memiliki NPWP 
dari pemungutan fiskal luar negeri. Adapun kelemahannya yaitu pengenaan tarif 
pemotongan pajak penghasilan pasal 21 akan lebih besar (menggunakan tarif dasar 
pajak penghasilan pasal 17 ditambah 20%), apabila tidak memiliki NPWP akan 
dikenakan fiskal luar negeri. 
Kesimpulan dari penelitian yaitu memberikan tindakan persuasif kepada 
karyawan agar memiliki NPWP. Rekomendasi yang diberikan penulis yaitu PT. BPR 



















A. Deskripsi Perusahaan 
1. Sejarah Perusahaan 
Gagasan untuk mendirikan suatu Bank Perkreditan Rakyat muncul 
setelah melihat peluang dan kegiatan untuk memberikan modal usaha, ide 
pendirian PT. BPR GROGOL JOYO dicetuskan oleh Yusak Kereh, 
Koenjahjono Tanto dan Drs. Himawan Jhonatan. Selanjutnya pada tanggal 10 
Oktober 1992, di hadapan Komisaris Pujiastuti. SH di Karanganyar, akte 
Pendirian BPR “GROGOL JOYO” dibuat dan dicatat pada notaris tersebut 
dengan akte No. 15 tanggal 23 April 1993. Yang dijabat dewan komisaris oleh 
Bapak Yusak Kereh, Bapak Koentjhjono Tanto, Bapak Himawan Jhonathan. 
Wilayah operasi BPR adalah daerah sekitarnya, namun tidak 
menutup kemungkinan untuk membuka cabang di kecamatan lain dimasa 
yang akan datang. Adapun maksud dan tujuan pendirian BPR “GROGOL 
JOYO” seperti tertera dalam anggaran dasar sebagai berikut: 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito 
berjangka. 
b. Memberikan kredit pada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan. 
Dalam akte pendirian tersebut, disebutkan bahwa modal dasar BPR 
”GROGOL JOYO” sebesar Rp 300.000.000,00 terdiri atas saham. 
 
 xv 
Saham PT. BPR ”GROGOL JOYO” memulai kegiatan operasional 
sejak tanggal 5 Agustus 1993. Setelah melengkapi beberapa persyaratan, 
yaitu: 
1) Ijin Prinsip Menteri Keuangan RI No. 114/ KM.17/ 1992 tanggal 17 
Desember 1992. 
2) Ijin Usaha Menteri Keuangan RI No. Kep. 144/ KM.17/ 1993. 
3) Surat Ijin Tempat Usaha dari Pemda Sukoharjo No. 507/6034/93 tanggal 
31 Juli 1993. 
Adapun maksud dan tujuannya pendirian BPR menurut anggaran 
dasar adalah: 
a) Menghimpun dana dalam bentuk deposito dan tabungan. 
b) Memberikan kredit masyarakat luas. 
Adapun tata cara pendirian PT. BPR ”GROGOL JOYO” dalam 
pendirian Bank Perkreditan Rakyat hal-hal yang perlu dipenuhi, diantaranya 
adalah: 
1) Permohonan Ijin Prinsip 
Keputusan Mentri Keuangan RI No.5692/ MK/ 17/ 1992. 
2) Permohonan Ijin Lokasi Usaha 
Permohonan ijin lokasi usaha diajukan ke daerah wilayah setempat dalam 
hal ini adalah bupati setempat. 
3) Permohonan Pra-Operasional 
a) Wajib daftar perusahaan. 
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b) Surat ijin tempat usaha. 
c) Ijin pembukaan kantor telah melakukan operasional selambat-
lambatnya tiga bulan sejak dikeluarkan ijin yang dimaksud diatas. 
d) Market development harus dilakukan sebelum hari resmi pembukuan. 
e) Membuat brosur produk bank dan mempersiapkan logo bank     
tersebut. 
4) Laporan Pembukuan 
5) Permohonan Ijin Usaha 
Permohonan ijin usaha diajukan kepada menteri keuangan untuk 
dilengkapi sebagai berikut: 
a) Fotocopy bukti setor sebanyak 70% dari modal minimum merupakan 
sisa modal direktur. 
b) Fotocopy anggaran dasar Bank Perkreditan Rakyat yang telah 
disyahkan. 
c) Mengirimkan data pengurus Bank Perkreditan Rakyat. 
d) Nomor NPWP. 








2. Visi dan Misi 
Visi dan misi direksi PT. BPR GROGOL JOYO Sukoharjo: 
VISI 
Membantu pelayanan Perkreditan kepada masyarakat Sukoharjo dan 
sekitarnya. 
a. Membantu masyarakat luas pada umumnya dan khususnya masyarakat 
Sukoharjo pada umumnya. 
b. Menambah modal pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan 
bantuan dan perlindungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan negara. 
c. Meningkatkan penghasilan masyarakat, melalui pemberian kredit dengan 
bunga yang rendah agar masyarakat tidak terasa terbebani dalam 
pembayaran. 
MISI 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada 
masyarakat. 
b. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
deposito berjangka. 
c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
deposito atau tabungan pada Bank lain. 
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d. Meminjamkan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 
 
3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi pada PT. BPR GROGOL JOYO terlampir. 
 
Keterangan bagan atau organisasi kantor PT. BPR GROGOL JOYO 
Solo Sukoharjo. 
1) Komisaris 
Tugas dan tanggungjawabnya adalah: 
a. Menyetujui rencana pengembangan usaha BPR. 
b. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pencapaian usaha. 
c. Menetapkan misi, tujuan, dan sasaran BPR. 
d. Menentukan wewenang, dan memutuskan kredit direksi. 
e. Mengesahkan rencana kerja, anggaran pendapatan, dan biaya. 
 
2) Direktur 
Tugasnya dan tanggung jawabnya adalah: 
a. Menyusun rencana kerja, rencana pendapatan, dan biaya. 
b. Menyusun rencana pengembangan usaha. 
c. Merencanakan pelemparan kredit baru maupun lama untuk 
menyalurkan dana yang ada di Bank. 
d. Menerapkan tanggapan atas pengembangan usaha. 
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e. Membuat laporan neraca dan rugi laba pada Bank Indonesia. 




Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 
a. Memberikan penyimpangan dan prosedur yang tidak sesuai dengan 
peraturan dan kebijakan perusahaan. 
b. Memeriksa dan mencocokkan kebenaran transaksi pada unit kerja 
harian. 
c. Memeriksa secara rutin kondisi kas voult dan kas box. 
d. Memeriksa jaminan atau sendering jaminan sekali tahun. 
e. Memeriksa dan mengevaluasi berkas-berkas pinjaman. 
f. Memeriksa seluruh slip pencairan dan TIM SP. 
g. Melaporkan keuangan pada komisaris TIM SP. 
h. Melaporkan hasil pemeriksaan yang obyektif. 
 
4) Personalia Umum 
Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 
a. Melaksanakan administrasi koresponden kepentingan kantor. 
b. Melaksanakan proses fungsi kepegawaian. 
c. Melaksanakan administrasi koresponden kepentingan kantor. 
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d. Membuat pencatatan harta. 
e. Pengadaan kebutuhan bahan dan barang keperluan kantor. 
f. Mengelola kas kecil dan membuat laporan. 
g. Mengkoordinir tugas satpam dan prabakti. 
 
5) Kepala Bagian Kredit 
Tugas dan tanggung jawabanya adalah: 
a. Melaksanakan produk jasa untuk kredit umum, kredit kecil, tabungan 
dan, deposito. 
b. Menjelaskan tentang berbagai keunggulan produk atas jasa kepada 
calon nasabah. 
c. Menciptakan ide baru untuk produk baru didalam pemasarannya. 
d. Melaporkan laporan bulanan. 
 
6) Kasir 
Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 
a. Melaksanakan pembayaran dan pencairan dana. 
b. Mencatat transaksi dan menyusun rekapitulasi pemasukan dana 
pengeluaran kas. 
c. Memproses transaksi kas dan uang tunai. 
d. Memberi informasi dan saran kepada nasabah tentang produk dan jasa. 




Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 
a. Melaksanakan pembukuan atas transaksi yang dilaksanakan setiap 
hari. 
b. Membuat laporan neraca dan rugi laba harian dan bulanan. 
c. Memproses dan mengelola transaksi Bank. 
 
8) Administrasi Kredit 
Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 
a. Mempersiapkan berbagai administrasi peningkatan kredit. 
b. Mengakui jadwal peningkatan kredit antara nasabah dengan notaris. 
c. Memperbaharui kartu pinjaman. 
 
9) Keamanan 
Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 
a. Menjaga keamanan di dalam dan diluar lingkungan kantor yang dibagi 
menjadi dua shift bergantian. 
b. Menerima tamu dan surat-surat masuk. 
c. Mengantar tamu pada yang di tuju. 
 
4. Perkembangan Perusahaan PT. BPR GROGOL JOYO Sukoharjo 
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Di awali pada tahun 1991 PT. BPR ”GROGOL JOYO” berdiri 
dengan modal awal Rp 300.000.000,00 yang terdiri dari 150 lembar saham 
dimana setiap @ Rp 2.000.000,00. Adapun direksi pada saat itu adalah Bapak 
Yusak Kereh dan jabatan tersebut dipegang sampai dengan tahun 1997 
kemudian terjadi pergantian direksi yang bernama Bapak Koentjahjono tanto 
sampai dengan tahun 2005 kemudian terjadi lagi pergantian direksi oleh 
Himawan Jhonatan. Pada tahun 2005 juga menambah cabangnya yaitu di 
Prambanan, Sragen. Pencapaian nasabah sampai sekarang sebanyak 8.942 
nasabah. 
 
B. Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945, yang dalam perkembangannya telah menghasilkan 
pembangunan untuk seluruh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di 
Indonesia selain bertujuan memajukan kesejahteraan umum, juga 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. Pemerintah telah memberlakukan instrumen kebijakan ekonomi, 
baik yang termasuk kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Kebijakan 
moneter akan berpengaruh terhadap keadaan di pasar uang, sedangkan 
kebijakan fiskal bertujuan untuk menutup biaya pembangunan yang ditempuh 
melalui penerimaan Negara terutama dari pajak, baik secara intensifikasi 
 xxiii 
(untuk optimalisasi penerimaan pajak) maupun ekstensifikasi (melalui 
perluasan jenis-jenis pajak). 
Dilihat dari segi ekonomi, sumber penerimaan Negara paling 
potensial berasal dari pajak. Penerimaan Pajak sebagai sumber dana utama 
dalam melaksanakan pembangunan. Dimana penerimaan pajak berasal dari 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, 
pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya. 
Menurut data Badan Analisa Fiskal (BAF) penerimaan negara dari 
sektor perpajakan selama periode tahun 1969-2000 (lebih dari 30 tahun) rata-
rata sebesar Rp 670,11 triliun, kemudian periode tahun 2001-2004 (kurang 
dari 4 tahun) rata-rata sebesar Rp 778,112 triliun, dan periode tahun 2005-
2008 (kurang dari 4 tahun) rata-rata sebesar Rp 1576,03 triliun, dari data yang 
disebutkan terlihat peningkatan yang sangat tinggi dari penerimaan pajak 
tersebut. Sedangkan tahun 2009 penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp 
609,2 triliun. Dari jumlah penerimaan tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) 
merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yaitu 56,4% dari seluruh 
penerimaan yang diterima oleh negara. 
TABEL I.1 
PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2004-2008 
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No Tahun Rata-rata Penerimaan 
1. 2004 Rp 216,12 triliun 
2. 2005 Rp 297,05 triliun 
3. 2006 Rp 434,64 triliun 
4. 2007 Rp 514,63 triliun 
5. 2008 Rp 626,76 triliun 
 
Ketentuan Pasal 21 Undang–Undang Pajak Penghasilan mengatur 
tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak 
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. 
Setiap Orang Pribadi yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan 
objektif wajib memiliki NPWP. Jika kita berada di Indonesia, tentunya 
kewajiban subjektif ini telah terpenuhi tanpa melihat apakah kita punya 
penghasilan atau tidak, tapi syarat wajib memiliki NPWP ini adalah kumulatif 
yaitu syarat kedua adalah memenuhi kewajiban objektif, yaitu memiliki 
penghasilan yang telah melebihi PTKP. Perbedaan Orang Pribadi yang  
memiliki NPWP terletak pada pengenaan tarifnya. Bagi yang tidak memiliki 
NPWP akan dikenakan tarif lebih besar 20% dibandingkan jika memiliki 
NPWP. Berdasarkan asumsi tersebut, penulis mengambil contoh dari sekian 
banyak BPR yang ada di Surakarta. Salah satunya yaitu PT. BPR GROGOL 
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JOYO karena BPR tersebut termasuk Bank Perkreditan Rakyat yang cukup 
besar dan sukses. Penulis mengetahui bahwa sesuai dengan peraturan 
pemerintah tahun 2009 di PT. BPR GROGOL JOYO telah menetapkan 
peraturan baru. Peraturan tersebut mengharuskan semua karyawan memiliki 
NPWP, jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan potongan gaji yang 
lebih besar dari tarif normal NPWP. Namun, pada kenyataannya ada 
karyawan yang belum mempunyai NPWP di PT. BPR GROGOL JOYO. Oleh 
karena itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang Pajak Penghasilan 
karyawan PT. BPR GROGOL JOYO yang telah dipotong NPWP. Untuk itu 
penulis mengambil judul ”EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK 
PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. BPR GROGOL 





















C. Perumusan Masalah 
Untuk melaksanakan penelitian memerlukan perumusan masalah 
agar penelitian yang dilakukan tetap terarah dan konsisten serta tidak 
menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah ”Berapa besar pajak penghasilan yang harus dibayar 
karyawan PT. BPR GROGOL JOYO Sukoharjo yang memiliki NPWP dan 
tidak memiliki NPWP?” 
 
D. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan yang 
berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut untuk memberikan 
arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Tujuan penelitian adalah 
”Untuk mengetahui besar pajak penghasilan yang harus dibayar  karyawan 
 xxvii 
PT.BPR GROGOL JOYO Sukoharjo yang memiliki NPWP dan tidak 
memiliki NPWP”. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Setiap penelitian disamping mempunyai tujuan juga juga diharapkan 
mempunyai manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut. 
1.   Bagi Pembaca 
Dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan tentang pengaruh 
pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan yang tidak memiliki NPWP 
di PT. BPR GROGOL JOYO Sukoharjo. 
2. Bagi Universitas 
Sebagai bahan referensi bagi penulisan tugas akhir selanjutnya dengan 
tema yang dapat dikembangkan. 
3. Bagi PT. BPR GROGOL JOYO 
Dapat memberikan masukan serta meningkatkan kedisiplinan dalam 
melaksanakan peraturan. 
4. Bagi Aparat Pajak (Fiskus) 
Mengetahui potensi kepemilikan NPWP pada WP serta mengetahui apa 
yang menjadi kendala-kendala atau hambatan WP sehingga dapat 




F.  Metedologi Penelitian 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metedologi 
antara lain: 
1. Kuesioner 
Metode yang menggunakan angket/ formulir untuk mendapatkan data 
yang akan diolah dalam penelitian. 
2. Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan cara melalui tanya jawab secara langsung 





A. Landasan Teori 
1. Tinjauan Umum Pajak 
a. Definisi dan Unsur Pajak 
Definisi atau pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 
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ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 
(Mardiasmo, 2003). 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur: 
1) Iuran dari rakyat kepada negara 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang), 
2) Berdasarkan Undang-Undang 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang 
serta aturan pelaksanaannya, 
3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah, dan 
4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
b. Dasar Hukum secara Umum 
Bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan 
kepastian hukum dalam pajak, diperlukan dasar hukum untuk 
meningkatkan pelayanan berupa kemudahan kepada WP. Adapun Dasar 
Hukum Pajak secara umum terdiri dari: 
1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (2) 
dan pasal 23 ayat (2), 
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2) UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan, 
3) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 
4) UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
5) UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, 
6) UU Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 21 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan, 
7) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, 
8) UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, 
9) UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, dan 
10) UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 18 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 
Beserta peraturan pajak yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak yang 
lain. 
c. Fungsi Pajak (Wirawan dan Burton, 2004) 
Ada dua fungsi pajak, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 
1) Fungsi Anggaran/ Budgetair 
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Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2) Fungsi Mengatur/ Regulerend 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
d. Syarat Pemungutan Pajak 
Pajak disamping berfungsi sebagai sumber penerimaan bagi 
Pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum, juga berfungsi sebagai 
alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial 
dan ekonomi. Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau 





1)  Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan 
pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing. Disisi lain, adil dalam pelaksanaanya yakni dengan 
memberikan hak bagi WP untuk mengajukan keberatan, penundaan 
dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak. 
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2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). 
Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik 
bagi negara maupun warganya. 
3)  Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 
produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
4)  Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 
Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih 
rendah dari hasil pemungutannya. 
5)  Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Akan memudahkan dan mendorong masyarakat masyarakat 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
 
e. Pengelompokan Pajak (Waluyo, 2002) 
1)  Menurut golongannya 
a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. 
b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
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2)  Menurut sifatnya 
a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 
Pajak. 
b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pajak objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
3)  Menurut lembaga pemungutnya 
a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah dibagi 2 (dua), yaitu: 
1. Pajak Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 
Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan 
2. Pajak Kabupaten/ Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. 
f. Tarif Pajak 
Ada 4 macam tarif pajak (Munawir, 1992), yang dapat dijabarkan sebagai 
berikut. 
1)  Tarif Sebanding/ Proporsional 
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Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 
2)  Tarif Tetap 
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
3)  Tarif Progresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 
dikenakan pajak semakin besar. 
Contoh: Pasal 17 UU PPh 2008 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak bagi WP Orang Pribadi. 
         Tarif 
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00    10% 
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00  15% 
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00  25% 
Di atas Rp. 500.000.000,00     30% 
 
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 
a)  tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar, 
b)  tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap, dan 
c)  tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil. 
4)  Tarif Degresif 
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Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 
dikenakan pajak semakin besar. 
g.  Surat Pemberitahuan (SPT) 
1)  Pengertian SPT 
SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
  (Tjahjono dan Hoesein, 1997). 
2)  Fungsi SPT (Tjahjono dan Hoesein, 1997) 
a) Sarana untuk melaporkan, melaksanakan dan   
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang. 
b) Laporan penentuan pajak yang dibayar sendiri dalam satu tahun 
pajak. 
c) Laporan pembayaran dari pemotong/ pemungut tentang 
pemotongan pajak Orang Pribadi/ Badan. 
d) Alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak yang terutang 
yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. 
3)  Prosedur Penyelesaian SPT (Mardiasmo, 2003) 
a) WP harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) setempat (dengan menunjukkan NPWP). 
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b) SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan 
petunjuk yang diberikan. 
c) SPT diserahkan kembali ke KPP yang bersangkutan dalam batas 
waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima 
tertanggal. 
d) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain: 
1. Untuk WP yang mengadakan pembukuan berupa Laporan 
Keuangan, 
2. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah 
Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jumlah Pajak Keluaran, 
jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah 
kekurangan atau kelebihan pajak, dan 
3. WP yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan 
jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang 
bersangkutan. 
4)  Jenis SPT (Wirawan dan Burton, 2004) 
a) SPT-Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk 
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang 
terutang dalam suatu masa pajak/ pada suatu saat. 
b) SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang 
dalam suatu tahun pajak. 
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5)  Batas Waktu Penyampaian SPT (Waluyo, 2002) 
a) SPT-Masa: tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa 
Pajak berakhir. 
b) SPT-Tahunan: tiga bulan setelah akhir tahun pajak. 
6) Penundaan atau perpanjangan Penyampaian SPT (Mardiasmo, 2003) 
Apabila WP tidak dapat menyampaikan laporan tahunan dalam 
jangka waktu yang telah ditetapkan, WP dapat mengajukan 
permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian 
SPT-Tahunan diajukan kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai: 
a) alasan penundaan penyampaian SPT-Tahunan, 
b) surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang 
dalam satu tahun pajak, dan 
c) bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang 
menurut perhitungan sementara tersebut. 
7)  Sanksi Terlambat atau Tidak 
a) WP terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-
Masa sebesar Rp 50.000,00 dan SPT-Tahunan sebesar Rp 
100.000,00. 
b) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya 
tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan 
yang isinya tidak benar karena kealpaan WP sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan 
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pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-
tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang 
bayar. 
c) WP tidak menyampaikan SPT karena sengaja dipidana dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi 4 
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang dibayar. 
h.  Surat Setoran Pajak (SSP) 
1)  Pengertian 
SSP adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan 
pembayaran/ penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui 
Kantor Pos dan Bank BUMN atau BUMD/ tempat pembayaran lain 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2003) 
2)  Fungsi SSP (Mardiasmo, 2003) 
a)  Sarana untuk membayar pajak. 
b)  Bukti dan laporan pembayara pajak. 
3)  Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Mardiasmo, 2003) 
a)  Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran. 
b)  Kantor Pos. 
c)  Bank-bank BUMN dan BUMD. 
d) Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
4)  Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak 
Pembayaran Masa PPh pasal 21 tanggal 10 bulan berikutnya. 
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2.  Tinjauan Umum Pajak Penghasilan 
a. Definisi Pajak Penghasilan 
Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan 
pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban 
pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Hilariu, 
2005). 
b.   Dasar Hukum 
Dasar hukum yang mengatur PPh yang diterima/ diperoleh Orang Pribadi/ 
Badan adalah UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan  UU No. 
17 tahun 2000 dan terakhir kali diubah dengan UU No. 36 tahun 2008. 
c.   Subjek Pajak 
Adalah orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak 
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, yang 
dapat disebutkan sebagai berikut (Suandy, 2002). 
1) Orang Pribadi, baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di 
Luar Negeri, 
2) Warisan belum terbagi, menggantikan ahli waris, dan 
3) Badan Usaha Tetap (BUT), yaitu badan usaha yang dipergunakan oleh 
Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), atau badan 
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yang tidak didirikan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di Indonesia. 
Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi: 
1.  Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) yang terdiri, yaitu: 
a)  SPDN Orang Pribadi, yaitu: 
(1)  Orang Pribadi yang bertempat tinggal/ berada di 
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan, dan 
(2)   Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 
Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di 
Indonesia. 
b)  SPDN Badan, yaitu: 
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 
melakukan usaha maupun tidak. 
c)  SPDN Warisan, yaitu: 
Warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, 
menggantikan yang berhak. 
 
2.  Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang terdiri, yaitu: 
a)   SP orang Pribadi, yaitu: 
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Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 
bulan yang: 
(1)  Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui       
BUT di Indonesia, dan 
(2)  Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 
Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan melalui BUT di Indoneia. 
b)  SP Badan, yaitu: 
Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia yang: 
(1)  Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT 
di Indonesia,  dan 
(2)  Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 
Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan 








a. Dikenakan pajak atas penghasilan 
baik yang diterima/diperoleh dari 
Indonesia dan dari luar Negeri 
b. Dikenakan pajak berdasarkan 
penghasilan netto 
c. Tarif pajak yang digunakan adalah 
tarif umum (tarif UU PPh pasal 17) 
d. Wajib menyampaikan SPT                   
PERBEDAAN WPDN  DAN WPLN 
 








d.   Tidak Termasuk Subjek Pajak (Suandy, 2002) 
1) Badan Perwakilan Negara Asing. 
2) Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari 
negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, 
dengan syarat: 
a) Bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 
penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, dan 
b) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 
3) Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
dengan syarat tidak menjalankan usaha di Indonesia. 
a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik 
yang berasal  dari sumber penghasilan 
di Indonesia  
b. Dikenakan pajak berdasarkan 
penghasilan bruto 
c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif 
sepadan (tarif UU PPh pasal 26) 
d. Tidak wajib menyampaikan SPT                   
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4) Pejabat Perwakilan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak 
menjalankan usaha di Indonesia. 
e.   Objek Pajak (Gunadi, 2001) 
Dalam hal ini objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan, yaitu setiap 
tambahan kemapuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik 
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP dengan nama dan 
bentuk apapun, meliputi: 
1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh, misalnya: gaji, upah, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan.dalam bentuk 
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang, 
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan, 
3) Laba usaha, 
4) Keuntungan karena penjualan atau pengalaihan harta termasuk: 
a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal, 
b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 
atau anggota, 
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c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, atau pengembalian usaha, dan 
d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 
sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk 
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak 
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya, 
6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan 
pengembalian utang, 
7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, temasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa 
Hasil Usaha (SHU) Koperasi, 
8) Royalti, 
9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, 
11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yag ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, 
12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, 
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13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, 
14) Premi asuransi, 
15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan 
16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penggasilan yang belum 
dikenakan pajak. 
f.   Tidak Termasuk Objek Pajak (Gunadi, 2001) 
1) a)  Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahakan oleh 
Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. 
b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan 
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk 
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak 
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
2) Warisan. 
3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 
pengganti saham atau penyertaan modal. 
4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan 
dari WP atau Pemerintah. 
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5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 
6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai 
WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada 
badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia 
dengan syarat: 
a) Dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan 
b) Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling 
rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai 
usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.  
7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh 
pemberi kerja maupun pegawai. 
8) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari CV yang 
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 
firma, dan kongsi. 
9) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana 
untuk lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian 
izin usaha. 
10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 
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menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 
pasangan usaha tersebut: 
a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan 
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan, dan 
b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 
g.   Dasar Pengenaan Pajak (Mardiasmo, 2003) 
Untuk WPDN dan BUT yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah 




h.   Tarif Pajak 
Berdasarkan pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan besarnya 






Penghasilan Kena Pajak (WP Badan) = Penghasilan Netto 
Penghasilan Kena Pajak (WP OP) = Penghasilan Netto - PTKP 
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1)  Wajib Pajak Orang Pribadi. 
TABEL II.2 
TARIF PAJAK 
  Lapisan PKP      Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00    10% 
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00  15% 
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00  25% 
Di atas Rp. 500.000.000,00     30% 
 
2)  Wajib Pajak Badan 
TABEL II.3 
TARIF PAJAK 
Lapisan PKP      Tarif Pajak 
 
Tarif Tunggal       28% 
 
3.  Tinjauan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21 
a. PPh Pasal 21 
Adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, 
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP Orang Pribadi atas 
penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium,tunjangan, dan 
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pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan 
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Rimsky, 1999).  
b. Wajib Pajak PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2003) 
1) Pejabat Negara adalah: 
a) Presiden dan Wakil Presiden, 
b) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/ MPR, DPRD Propinsi, dan 
DPRD Kabupaten/ Kota, 
c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, 
d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung, 
dan 
e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. 
2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS 
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana 
diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974. 
3) Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan 
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun 
tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan 
negeri atau BUMN/ BUMD. 
4) Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, 
yang memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk 
anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara 
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teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara 
langsung. 
5) Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi 
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari 
dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima gaji, honorarium atau 
imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. 
6) Pegawai Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja 
yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang 
bersangkutan bekerja. 
7) Penerima Pensiunan adalah orang pribadi/ ahli warisnya yang 
memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, 
termasuk orang pribadi/ ahli waris yang menerima Tabungan Hari 
Tua/ Tunjangan Hari Tua. 
8) Penerima Honorarium adalah orang pribadi  yang menerima imbalan 
sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. 
9) Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, 
upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. 
 
c. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2003) 
1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari 
negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 
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a) Bukan WNI, 
b) Di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain 
diluar jabatannya di indonesia, dan 
c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 
2) Pejabat perwakilan Organisasi internasional yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan 
usaha di Indonesia. 
 
d. Obyek PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2003) 
1) Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun 
bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarim anggota dewan 
komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang 
lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, 
tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan 
khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran 
pensiunan, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi 
asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur 
lainnya dengan nama apapun. 
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2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa 
jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan 
tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya 
yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam 
setahun. 
3) Upah harian, upah borongan, upah mingguan, dan upah satuan. 
4) Uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon, dan pembayaran 
lain sejenis. 
5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan WPDN, terdiri dari: 
a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 
aktuaris, 
b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 
sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain 
drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya, 
c) Olahragawan. 
d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 
moderator, 
e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah, 
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f) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem 
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran, 
g) Agen iklan, 
h) Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada 
suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas 
lainnya dalam segala bidang kegiatan, 
i) Pembawa pesanan atau yang menemukam langganan, 
j) Peserta perlombaan, 
k) Petugas penjaja barang dagangan, 
l) Petugas dinas luar asuransi, 
m) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan, dan 
n) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling. 
6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan 
gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS. 
7) Uang pensiunan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait 
dengan uang pensiunan yang diterima oleh pensiunan termasuk janda 
atau duda dan atau anak-anaknya. 
8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan 
nama apapun yang diberikan oleh WP. 
 
e. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 
2003) 
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1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 
2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang 
diberikan oleh bukan WP. 
3) Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran THT 
kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi 
kerja. 
4) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan 
nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah. 
5) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja. 
6) Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Asabri kepada para 
pensiun yang berhak menerimanya. 
7) Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari Badan atau lembaga 
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 
 
f. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun (Mardiasmo, 2003) 
1) Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, 
setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 
sebulan. 
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2) Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, berupa 
uang pensiun setinggi-tingginya Rp 432.000,00 setahun atau Rp 
36.000,00 sebulan. 
g. Tarif Pajak dan Penerapannya 
1) Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, ditetapkan atas PKP dari: 
a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Anggota TNI/ 
POLRI, Pegawai BUMN/ BUMD, dan anggota dewan  komisaris, 
atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada 
perusahaan yang sama, 
b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulan, 
c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai, dan 
d. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 
kegiatan sejenis lainnya. 
PKP dihitung sebesar:  
Bagi Pegawai Tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan: 
(1)   biaya jabatan, 
(2)  iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran 
tabungan hari tua/tabungan hari tua), kecuali iuran THT-Taspen 
dan THT-Asabri, dan 
(3)   Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
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Bagi penerima Pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar 
penghasilan bruto dikurangi dengan: 
(1)   biaya Pensiun, dan 
(2)   Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Bagi Pegawai Tidak Tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah 
sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. 
Bagi Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling 
dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan 
dikurangi dengan PTKP per bulan.  
PPh Pasal 21 = PKP x tarif pasal 17 UU PPh 
2) Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Bruto 
berupa: 
a) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama 
dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan 
yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang 
diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, 
b) Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan 
komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai 
pegawai tetap pada perusahaan yang sama, 
c) Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau 
diperoleh mantan pegawai, dan 
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d) Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan oleh Menteri Keuanagan, oleh pesrta program pensiun. 
PPh Pasal 21 = Penghasilan Bruto x tarif pasal 17 UU PPh 
3) Tarif 15% diterapkan atas perkiraan penghasilan netto yang 
dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan 
pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, 
notaris, penilai, dan aktuaris). 
PPh pasal 21 = (Penghasilan bruto x 50%) x 15% 
4) Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah 
satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 
Rp 24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam satu 
bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan. 
PPh pasal 21 sehari = (Pengh bruto sehari – Rp 24.000) x 5% 
 
h. Tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final 
1) Uang Pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun 
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan THT 
yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau 
Badan Penyelenggara Jamsostek, dipotong PPh yang bersifat final 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 lviii 
a) Atas jumlah bruto sebesar Rp 25.000.000,00 atau kurang tidak 
dikenakan PPh, dan 






Lapisan Penghasilan Bruto     Tarif 
Di atas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00   5% 
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00  10% 
Di atas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00  15% 
Di atas Rp 200.000.000,00     25% 
2) Tarif 10% dan bersifat final diterapkan atas komisi yang diterima 
petugas dinar luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan, 
sepanjang petugas tersebut bukan pegawai tetap. 
PPh pasal 21 final = Penghasilan bruto x 10% 
3) Tarif 15% dan bersifat  final diterapkan atas penghasilan bruto berupa 
honorarium yang  diterima oleh pejabat negara, PNS, dan anggota 
TNI/ POLRI yang sumber dananya  berasal dari keuangan negara/ 
keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan Iid 
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ke bawah dan anggota TNI/ POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu 
ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah. 
PPh pasal 21 final = Penghasilan bruto x 15% 
 
i. Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
Adalah penghasilan yang menurut UU perpajakan tidak dikenakan 
(diperhitungkan pajaknya). Hal  ini diberikan oleh fiskus kepada Wajib 
Pajak dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak (bersifat subyektif), 
selain itu bersifat mengurangi penghasilan bruto yang kemudian dijadikan 
untuk menghitung PPh terutang. 
 
j. Fungsi PTKP 
1) Merupakan pertimbangan rasa keadilan dari fiskus (pemerintah). 
2) Merupakan unsur pengurang dari Penghasilan Kena Pajak  yang 
kemudian digunakan untuk menghitung pajak yang terutang. 
 
k. Penyesuaian Besarnya PTKP 
Salah satu jenis sistem pemungutan pajak adalah Self Assessment 
System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana memberikan kepercayaan 
penuh terhadap Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetorkan dan 
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melaporkan sendiri pajak terutang. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah 
satu jenis pajak yang menggunakan Self Assessment System. 
Pajak Penghasilan mengatur tentang pajak atas penghasilan (laba) 
yang diterima/ diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang yang 
mengatur tentang PPh adalah Undang-undang nomor 10 tahun 1994 kemudian 
diubah melalui UU No. 36 tahun 2008. 
Pajak Penghasilan pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang 
mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotong 
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan (biasanya lebih dikenal dengan istilah PPh karyawan). Pajak 
Penghasilan pasal 21 berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 
Dasar hukum pengenaan PPh pasal 21 diantaranya adalah: 
1) UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008. 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan 
dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para 
Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara 
atau Keuangan Daerah. 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan 
yang ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaannya.  
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4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003 tentang Pajak 
Penghasilan pekerja dari pekerjaannya, dan 
5) Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-545/ PJ./ 2000 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
Penghasilan pasal 21. 
Sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah 
Penghasilan Kena Pajak. Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena 
Pajak dari Wajib Pajak Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan 
jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ketentuan ini berdasarkan 
pertimbangan rasa keadilan, karena kemampuan bayar atau daya pikul antara 
Wajib Pajak yang satu dengan Wajib Pajak yang lainnya tidak sama, oleh 
karena itu tambahan PTKP untuk anggota keluarga yang diperkenankan harus 
memenuhi syarat tanggungan sepenuhnya. Penghitungan besranya PTKP 
ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak/ awal bagian 
tahun pajak. Menteri Keuangan berwenang merubah besarnya PTKP dengan 
mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan 
harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. PTKP memiliki 2 unsur pokok 
(Gunadi, 2001) sebagai berikut. 
1) Unsur Keadilan 
Adalah dalam penerapan PTKP orang pribadi dalam negeri terdapat rasa 
pertimbangan keadilan, yaitu memperhatikan keadaan diri atau kondisi 
Wajib Pajak tersebut. 
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2) Unsur Pengurangan 
Adalah PTKP merupakan faktor atau sebagai pengurang dari penghasilan 
bersih untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak. 
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/ KMK.04/ 1998 
tanggal 21 Juli 1998. PTKP mulai tahun 1999 ditetapkan sebesar: 
1. Rp. 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak (WP) 
2. Rp. 1.440.000,00 tambahan Wajib Pajak Kawin 
3. Rp. 2.880.000,00 tambahan untuk isteri yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan suami, dan 
4. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap tanggungan Wajib Pajak, 
maksimal 3 orang. 
Seiring dengan perkembangan jaman, dimana perkembangan di 
bidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok sehari-
hari semakin meningkat. Besarnya PTKP dipandang tidak sesuai lagi 
dengan kondisi saat ini. Untuk itu perlu dilakukan perubahan PTKP 
sebagai penyesuaian. Sebagai tindak lanjut langkah tersebut, Menteri 
Keuangan Republik Indonesia tentang penyesuaian besarnya PTKP. 
Ketetapan peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 
dan besarnya PTKP ditetapkan sebesar: 
1. Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak (WP) 
2. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk wajib pajak kawin 
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3. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung 
dengan penghasilan suami, dan 
4. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap tanggungan wajib pajak, 
maksimal 3 orang. 
Dengan demikian, seluruh mekanisme penghitungan PPh pasal 21 baik 
secara umum sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak dapat 
menggunakan batasan PTKP ini. 
 
l. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2003) 
1) Pemberi kerja terdiri dari Orang Pribadi dan Badan. 
2) Bendaharawan pemerintah. 
3) Dana pensiun, jamsostek. 
4) Perusahaan, badan, BUT pembayar honarorium WPDN dan WPLN, 
pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. 
5) Yayasan, rumah sakit, lembaga, kepanitiaan, dll. 
6) Penyelenggara kegiatan. 
 
m. Bukan Pemotong (Mardiasmo, 2003) 
1) Badan perwakilan negara asing. 
2) Organisasi internasional. 
 
n. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2003) 
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1) Hak-hak Wajib Pajak 
a) WP berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada 
pemotong pajak. 
b) WP berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal 
Pajak, jika PPh pasal 21yang dipotong olehpemotong pajak tidk 
sesuai dengn peraturan yang berlaku. 
c) WP berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia degan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan 
Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal Pajak. 
2) Kewajiban Wajib Pajak 
a) WP berkewajiban menyerahkan surat keberatan kepada Pemotong 
Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada 
permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi SPDN. 
b) WP berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada 
Pemotong Pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan 
keluarga pada permulaan tahun takwim. 
c) WP berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika WP mempunyai 
penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. 
 
o. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 
1) Hak-hak Pemotong Pajak 
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a) Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan 
memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 21. 
b) Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran 
PPh pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh pasal 21 yang 
terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang 
bersanhkutan. 
c) Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran 
pada SPT rtahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan 
pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada 
sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya 
dalam tahun berikutnya, 
d) Pemotong pajak berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan 
sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka 
waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak. 
e) Pemotong Pajak berhak mengajuka surat keberatan kepada 
Direktur Jendral Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat 
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). 
f) Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada 
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badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya 
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
2) Kewajiban Pemotong Pajak 
a) Mendaftarkan diri ke KPP. 
b) Mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka 
pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada KPP. 
c) Menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang 
untuk setiap bulan takwim. 
d) Melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan 
menggunakan SPT Masa ke KPP setempat, selambat-lambatnya pada 
tanggal 20 bulan takwim berikutnya. 
e) Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun 
tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi 
bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, 
penerima jaminan hari tua, penerima pesangon, dan penerima dana 
pensiun. 
f) Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai 
tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan 
formulir yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak dalam waktu 2 
bulan setelah tahun takwim terakhir. 
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g) Menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai 
tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. 
h) Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT tahunan PPh pasal 
21 ke KPP tempat pemotong pajak terdaftar. 
i) Melampiri SPT tahunan PPh pasal 21 untuk tahunan pajak yang 
bersangkutan. 
j) Menyetor kekurangan PPh pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh 
pasal 21 yang terutang dalam suatu takwim lebih besar daripada PPh 




4.  Tinjauan Umum Nomor Pokok Wajib Pajak 
a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (Mardiasmo, 2003). 
 
b. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak. 
1) Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
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2) Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 
dalam pengawasan administrasi perpajakan.  
 
c. Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Tertentu. 
Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktur 
Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak selain 
yang ditentukan secara umum, sebagai tempat pendaftaran untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak. 
Wajib Pajak tertentu dan Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah Wajib 
Pajak dan Pengusaha Kena Pajak: 
a) Badan usaha milik Negara, 
b) Badan usaha milik Daerah, 
c) Penanaman modal asing, 
d) Bentuk usaha tetap dan orang asing, 
e) Perusahaan masuk bursa, termasuk badan-badan khusus yang didirikan 
dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal serta perusahaan-perusahaan tertentu 
lainnya yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Modal, dan 
f) Perusahaan besar yang memenuhi kriteria tertentu. 
 
d. NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan PKP. 
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Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan Surat Keterangan Terdaftar dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak. 
 
NPWP, Surat Keterangan Terdaftar – Satu Hari Kerja 
Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya 







Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh 
Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan 
identitas lainnya. 
 
Surat Keterangan Terdaftar 
Adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor 
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Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan 
identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
 
e. Penghapusan NPWP 
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan 
Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak. 
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal: 
1) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan 
warisan; 
2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan 
penghasilan; 
3) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak 
sudah selesai dibagi; 
4) Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
5) Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya 
sebagai bentuk usaha tetap; 
6) Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak. 
  
   Syarat Penghapusan 
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       Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan apabila utang 
pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, 
kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut 
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena: 
a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak 
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli 
waris tidak dapat ditemukan; 
b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau 





B. Penyajian Data dan Pembahasan 
1.  Sistem pelaksanaan pemungutan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji 
karyawan di PT. BPR GROGOL JOYO 
a. PT. BPR Grogol Joyo selaku pemberi kerja memotong pajak dari gaji 
yang diterima/ diperoleh karyawan. 
b. PPh pasal 21 dihitung dari total penerimaan gaji dan tunjangan-tunjangan 
dikurangi biaya jabatan dan iuran-iuran yang dibayarkan oleh karyawan 
dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dikalikan dengan tarif 
pasal 17 kemudian dibuat bukti potongan. 
 lxxii 
c. Pemotong pajak mendaftarkan diri ke Kantor Penyuluhan Pajak (KPP) 
tempat PT. BPR Grogol Joyo terdaftar sebagai Wajib Pajak. 
d. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan 
untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya pada KPP setempat dimana 
PT. BPR Grogol Joyo terdaftar. 
e. Setelah menghitung dan memotong PPh pasal 21 yang terutang, PT. BPR 
Grogol Joyo menyetor ke kantor pos atau Bank BUMN/ BUMD atau 
bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran. Penyetoran dilakukan 
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setiap bulan 
takwim. Penyetoran selambat-lambatnya dilakukan tanggal 10 bulan 
takwim berikutnya. 
f. PT. BPR Grogol Joyo selaku pemotong pajak melaporkan PPh pasal 21 
dengan menggunakan SPT masa ke KPP tempat PT. BPR Grogol Joyo 
terdaftar. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya. 
g. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh pasal 
21 maka kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang 
terutang bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan. 
h. PT. BPR Grogol Joyo sebagai pemotong pajak harus memberikan bukti 
pemotongan PPh pasal 21 kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai 
tetap pada saat dilakukannya pemotongan pajak. 
i. PT. BPR Grogol Joyo wajib mengisi, menandatangani, dan 
menyampaikan SPT tahunan PPh pasal 21 atau KPP tempat perusahaan 
 lxxiii 
terdaftar. Selambat-lambatnya disampaikan tanggal 31 Maret tahun 
takwim berikutnya. 
j. SPT tahunan PPh pasal 21 disampaikan ke KPP dengan lampiran-
lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT tahunan PPh 







2.  Mekanisme penghitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan di PT. Grogol 
Joyo 
TABEL II.4 
RANGE PENGHASILAN KARYAWAN 
BERDASAR JABATAN 
DI PT.BPR GROGOL JOYO 
 
Jabatan   Range Nominal Gaji       Jumlah Orang  
Direktur Rp 5.000.000 – Rp 6.000.000 2   
Bagian Operasional Rp 1.000.000 – Rp 4.000.000 7 
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Bagian Kredit Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 5 
Remidial Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 5 
Account Officer Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 9 
Ekspedisi Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 2 
Office Boy Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 1 
Satpam dan Driver Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 1 
TOTAL 32 








RANGE PENGHASILAN PER BULAN KARYAWAN  
PT. BPR GROGOL JOYO 
 
   Range Nominal Gaji     Jumlah Orang 
 Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00    17 
 Rp 2.000.001,00 – Rp 3.000.000,00    10 
 Rp 3.000.001,00 – Rp 4.000.000,00     3 
 Rp 4.000.001,00 – Rp 5.000.000,00     0 
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 Rp 5.000.001,00 – Rp 6.000.000,00     2 
 TOTAL        32 
(Sumber: Direktur PT. BPR Grogol Joyo) 
 
3.  Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR 
Grogol Joyo 
Untuk membantu dalam analisis data, penulis membantu 
menghitungkan PPh Pasal 21 yang meliputi direktur utama, direktur, bagian 
operasional, bagian kredit, remidial, account officer, ekspedisi, office boy, 





1) A (Direktur Utama) 
Gaji     Rp  5.500.000,00 
Tunjangan makan     Rp     240.000,00 
Tunjangan transport    Rp     400.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp     250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp  1.000.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp  7.390.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 7.390.000,00) Rp 369.500,00 
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b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp   419.500,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp  6.970.500,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 83.646.000,00 
THR      Rp   5.500.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 89.146.000,00 
PTKP (K/2) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (2)  Rp   2.640.000,00 
       (Rp19.800.000,00) 
  PKP       Rp 69.346.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17 : 
 5%   x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 
 15% x Rp 19.346.000,00 = Rp 2.901.900,00 
        Rp 5.401.900,00 




2) B ( Direktur) 
Gaji     Rp   5.500.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      400.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp   1.000.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   7.390.000,00 
Pengurang: 
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a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 7.390.000,00) Rp 369.500,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
       (Rp    419.500,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   6.970.500,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 83.646.000,00 
THR      Rp   5.500.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 89.146.000,00 
PTKP (K/2) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (3)  Rp   3.960.000,00 
       (Rp. 21.120.000,00) 
  PKP       Rp. 68.026.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17 : 
 5%   x Rp 50.000.000,00 = Rp  2.500.000,00 
 15% x Rp 18.026.000,00 = Rp  2.703.900,00 
        Rp  5.203.900,00 





3) C ( Bagian Operasional ) 
Gaji   Rp   3.700.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
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Penghasilan bruto sebulan  Rp   5.140.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 5.140.000,00) Rp 257.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     307.000,00) 
Penghasilan netto sebulan    Rp   4.833.000,00 
 
Penghasilan netto setahun    Rp 57.996.000,00 
THR       Rp   3.700.000,00 
Penghasilan netto + THR    Rp 61.696.000,00 
PTKP (K/3) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (3)  Rp   3.960.000,00 
       (Rp 21.120.000,00) 
  PKP       Rp 40.576.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17 : 
 5%   x Rp 40.576.000,00 = Rp 2.028.000,00 








4) D ( Bagian Operasional ) 
Gaji     Rp   3.700.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
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Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   5.140.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 5.140.000,00) Rp 257.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     307.000,00) 
Penghasilan netto sebulan    Rp  4.833.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 57.996.000,00 
THR      Rp   3.700.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 61.696.000,00 
PTKP (K/1) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)  Rp   1.320.000,00 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP       Rp 43.216.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%  x Rp 43.216.000,00 = Rp  2.160.800,00 








5) E ( Bagian Operasional ) 
Gaji     Rp   3.700.000,00 
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Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   5.140.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 5.140.000,00) Rp 257.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     307.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   4.833.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp   57.996.000,00 
THR      Rp     3.700.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp   61.696.000,00 
PTKP (TK/-) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp.      - 
Tanggungan   Rp.     -_____ 
                 (Rp 15.840.000,00) 
  PKP        Rp 45.856.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 45.856.800,00 = Rp   2.292.800,00 







6) F ( Bagian Operasional ) 
Gaji     Rp   2.800.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   4.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 4.240.000,00) Rp 212.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     262.000,00) 
Penghasilan netto sebulan    Rp   3.978.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 47.736.000,00 
THR      Rp   2.800.000,00 
Penghasilan netto + TH    Rp 50.536.000,00 
PTKP (K/-) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan   Rp.   ___-______ 
                 (Rp 17.160.000,00) 
  PKP        Rp 33.376.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 33.376.000,00 = Rp 1.668.800,00 







7) G ( Bagian Operasional ) 
Gaji     Rp   2.800.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   4.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 4.240.000,00) Rp 212.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     262.000,00) 
Penghasilan netto sebulan    Rp   3.978.000,00 
 
Penghasilan netto setahun    Rp 47.736.000,00 
THR       Rp   2.800.000,00 
Penghasilan netto + THR    Rp 50.536.000,00 
PTKP (K/1) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)  Rp   1.320.000,00 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP       Rp 32.056.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 32.056.000,00 =  Rp 1.602.800,00 







8) H ( Bagian Operasional ) 
Gaji     Rp   2.800.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   4.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 4.240.000,00) Rp 212.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
   (Rp.     262.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.978.000,00 
 
Penghasilan netto setahun              Rp 47.736.000,00 
THR      Rp   2.800.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 50.536.000,00 
PTKP (TK/-) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp - 
Tanggungan   Rp -      _____    
                 (Rp 15.840.000,00) 
  PKP       Rp 34.696.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp. 34.696.000,00 = Rp 1.734.800,00 
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9) I ( Bagian Operasional ) 
Gaji     Rp   1.700.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.140.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 3.140.000,00) Rp 157.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
       (Rp     207.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   2.933.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 35.196.000,00 
THR      Rp   1.700.000,00 
Penghasilan netto + TH    Rp 36.896.000,00 
PTKP (TK/-) 
WP   Rp. 15.840.000,00 
Kawin   Rp.         -                
Tanggungan   Rp.   ___-______ 
                 (Rp 15.840.000,00) 
  PKP        Rp 21.056.000,00 
 lxxxv 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp. 21.056.000,00 = Rp 1.052.800,00 






10) J ( Bagian Kredit ) 
Gaji     Rp   2.800.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   4.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 4.240.000,00) Rp 212.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp      262.000,00) 
Penghasilan netto sebulan    Rp   3.978.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp  47.736.000,00 
THR      Rp    2.800.000,00 
Penghasilan netto + TH    Rp  50.536.000,00 
PTKP (K/1) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)  Rp   1.320.000,00 
 lxxxvi 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP        Rp 32.056.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 32.056.000,00 = Rp 1.734.800,00 






11) K ( Bagian Kredit ) 
Gaji     Rp   2.800.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   4.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 4.240.000,00) Rp 212.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     262.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.978.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 47.736.000,00 
THR      Rp   2.800.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 50.536.000,00 
PTKP (TK/-) 
WP   Rp 15.840.000,00 
 lxxxvii 
Kawin   Rp       - 
Tanggungan   Rp    ___-_____ 
                 (Rp 15.840.000,00) 
  PKP        Rp 34.696.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 34.696.000,00 = Rp 1.734.800,00 






12) L ( Bagian Kredit ) 
Gaji     Rp   2.000.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.440.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.440.000,00) Rp 172.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     222.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.218.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 38.616.000,00 
THR      Rp   2.000.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 40.616.000,00 
 lxxxviii 
PTKP (K/1) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)   Rp   1.320.000,00 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP       Rp 22.136.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 22.136.000,00 = Rp 1.106.800,00 






13) M ( Bagian Kredit ) 
Gaji     Rp   2.000.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.440.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 3.440.000,00) Rp 172.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     222.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.218.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 38.616.000,00 
 lxxxix 
THR      Rp   2.000.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 40.616.000,00 
PTKP (K/-) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan   Rp   ___-_____ 
                 (Rp 17.160.000,00) 
  PKP       Rp  23.456.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp. 23.456.000,00 =  Rp 1.172.800,00 






14) N ( Bagian Kredit ) 
Gaji     Rp   2.000.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.440.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.440.000,00) Rp 172.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     222.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.218.000,00 
 xc
 
Penghasilan netto setahun   Rp 38.616.000,00 
THR      Rp   2.000.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 40.616.000,00 
PTKP (K/3) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (3)  Rp   3.960.000,00 
                 (Rp 21.120.000,00) 
  PKP        Rp 19.496.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 19.496.000,00 =  Rp   974.800,00 






15) O ( Remidial ) 
Gaji     Rp   3.000.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   4.440.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan  
    (5% x Rp 4.440.000,00) Rp 222.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
 xci 
  (Rp     272.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   4.168.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 50.016.000,00 
THR      Rp   3.000.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 53.016.000,00 
PTKP (K/1) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)  Rp   1.320.000,00 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP       Rp 35.360.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 35.360.000,00 = Rp. 1.768.000,00 






16) P ( Remidial ) 
Gaji     Rp   3.000.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   4.440.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
 xcii 
    (5% x Rp 4.440.000,00) Rp 222.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  
       (Rp     272.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   4.168.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 50.016.000,00 
THR      Rp   3.000.000,00 
Penghasilan netto + TH    Rp 53.016.000,00 
PTKP (K/2) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (2)  Rp   2.640.000,00 
                 Rp 19.800.000,00) 
  PKP       Rp 33.216.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp. 33.216.000,00 =  Rp 1.660.800,00 





17) Q ( Remidial ) 
Gaji     Rp   2.000.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.440.000,00 
 xciii 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan 
    (5% x Rp 3.440.000,00) Rp 172.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     222.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.218.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 38.616.000,00 
THR      Rp   2.000.000,00 
Penghasilan netto + TH    Rp 40.616.000,00 
PTKP (K/2) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (2)  Rp   2.640.000,00 
       (Rp 19.800.000,00) 
  PKP       Rp 20.816.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 20.816.000,00 =  Rp. 1.040.800,00 






18) R ( Remidial ) 
Gaji     Rp   2.000.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
 xciv
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.440.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan  Rp 172.000,00 
b. Iuran Pensiun  Rp   50.000,00 
  (Rp     222.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.218.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 38.616.000,00 
THR      Rp   2.000.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 40.616.000,00 
PTKP (K/3) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (3)  Rp   3.960.000,00 
       (Rp 21.120.000,00) 
  PKP        Rp 19.496.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 19.496.000,00 = Rp   974.800,00 







19) S ( Remidial ) 
Gaji     Rp   2.000.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
 xcv 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      750.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.440.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.440.000,00) Rp 172.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     222.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.218.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 38.616.000,00 
THR      Rp   2.800.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 40.616.000,00 
PTKP (K/I) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)  Rp   1.320.000,00 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP        Rp 22.136.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 22.136.000,00 =  Rp 1.106.800,00 






20) T ( Account Officer ) 
 xcvi
Gaji     Rp   2.700.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      300.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.990.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.990.000,00) Rp 199.500,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     249.500,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.740.500,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 44.886.000,00 
THR      Rp   2.700.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 47.586.000,00 
PTKP (K/3) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (3)  Rp   3.960.000,00 
                 (Rp 21.120.000,00) 
  PKP        Rp 26.466.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 26.466.000,00 =  Rp 1.323.300,00 







21) U ( Account Officer ) 
Gaji     Rp   2.700.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      300.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.990.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.990.000,00) Rp 199.500,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     249.500,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.740.500,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 44.886.000,00 
THR      Rp   2.700.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 47.586.000,00 
PTKP (K/I) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)  Rp   1.320.000,00 
                 Rp 18.480.000,00) 
  PKP        Rp 29.106.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 29.106.000,00 = Rp 1.455.300,00 








22) V ( Account Officer ) 
Gaji     Rp   2.700.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      300.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.990.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.990.000,00) Rp 199.500,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     249.500,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.740.500,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 44.886.000,00 
THR      Rp   2.700.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 47.586.000,00 
PTKP (K/-) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp  1.320.000,00 
Tanggungan   Rp.   ____-_____ 
                 (Rp 17.160.000,00) 
  PKP        Rp 30.426.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 30.426.000,00 =  Rp 1.521.300,00 
 xcix





23) W ( Account Officer ) 
Gaji     Rp   1.950.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      300.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.240.000,00) Rp 162.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     212.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.028.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 36.336.000,00 
THR      Rp   1.950.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 38.286.000,00 
PTKP (K/I) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)  Rp   1.320.000,00 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP       Rp 19.806.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 c 
 5%   x Rp 19.806.000,00 = Rp   990.300,00 






24) X ( Account Officer ) 
Gaji     Rp   1.950.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      300.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.240.000,00) Rp 162.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
        (Rp     212.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.028.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 36.336.000,00 
THR      Rp   1.950.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 38.286.000,00 
PTKP (K/2) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (2)   Rp   2.640.000,00 
                 (Rp 19.800.000,00) 
 ci 
  PKP       Rp 18.486.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 18.486.000,00 = Rp   924.300,00 






25) Y ( Account Officer ) 
Gaji     Rp   1.950.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      300.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.240.000,00) Rp 162.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     212.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.028.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 36.336.000,00 
THR      Rp   1.950.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 38.286.000,00 
PTKP (TK/-) 
WP   Rp. 15.840.000,00 
Kawin   Rp.     - 
 cii 
Tanggungan   Rp.   ___-_   ____ 
                 (Rp 15.840.000,00) 
  PKP       Rp 22.446.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp  22.446.000,00 = Rp  1.122.300,00 






26) Z ( Account Officer) 
Gaji     Rp   1.950.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      300.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.240.000,00) Rp 162.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     212.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.028.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 36.336.000,00 
THR      Rp   1.950.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 38.286.000,00 
PTKP (K/3) 
 ciii 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (3)   Rp   3.960.000,00 
                 (Rp 21.120.000,00) 
  PKP       Rp 17.166.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 17.166.000,00 = Rp   858.300,00 






27) AA ( Account Officer ) 
Gaji     Rp   1.950.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      300.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.240.000,00) Rp 162.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
        (Rp     212.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.028.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 36.336.000,00 
THR      Rp   1.950.000,00 
 civ 
Penghasilan netto + THR   Rp 38.286.000,00 
PTKP (K/2) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (2)   Rp   2.640.000,00 
                 (Rp 19.800.000,00) 
  PKP       Rp 18.486.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 18.486.000,00 = Rp   924.300,00 






28) BB ( Account Officer ) 
Gaji     Rp   1.950.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      300.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   3.240.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 3.240.000,00) Rp 162.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     212.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   3.028.000,00 
 
 cv 
Penghasilan netto setahun   Rp 36.336.000,00 
THR      Rp   1.950.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 38.286.000,00 
PTKP (K/I) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)  Rp   1.320.000,00 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP       Rp 19.806.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 19.806.000,00 = Rp   990.300,00 






29) CC ( Ekspedisi ) 
Gaji     Rp   1.750.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   2.940.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 2.940.000,00) Rp 147.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     197.000,00) 
 cvi 
Penghasilan netto sebulan   Rp   2.743.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 32.916.000,00 
THR      Rp   1.750.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 34.666.000,00 
PTKP (K/-) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan   Rp   ____-_____ 
                 (Rp 17.160.000,00) 
  PKP      Rp 17.506.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 17.506.000,00 =  Rp.  875.300,00 






30) DD ( Ekspedisi ) 
Gaji     Rp   1.750.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      500.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   2.940.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 2.940.000,00) Rp 147.000,00 
 cvii 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp    197.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   2.743.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 32.916.000,00 
THR      Rp   1.750.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 34.666.000,00 
PTKP (K/1) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)  Rp   1.320.000,00 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP       Rp 16.186.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 16.186.000,00 = Rp  809.300,00 






31) EE ( Office Boy ) 
Gaji     Rp   1.550.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      300.000,00 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   2.540.000,00 
Pengurang: 
 cviii 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 2.540.000,00) Rp 127.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     177.000,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   2.363.000,00 
 Penghasilan netto setahun   Rp 28.356.000,00 
THR      Rp   1.550.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 29.906.000,00 
PTKP (K/1) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)   Rp   1.320.000,00 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP       Rp 11.426.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
 5%   x Rp 11.426.000,00 = Rp  571.300,00 







32) FF ( Satpam & Driver ) 
Gaji     Rp   1.500.000,00 
Tunjangan makan    Rp      240.000,00 
Tunjangan transport    Rp      200.000,00 
Tunjangan kesehatan     Rp      250.000,00 
Tunjangan jabatan    Rp      300.000,00 
 cix 
Penghasilan bruto sebulan    Rp   2.490.000,00 
Pengurang: 
a. Biaya jabatan   
    (5% x Rp 2.490.000,00) Rp 124.000,00 
b. Iuran Pensiun   Rp   50.000,00 
  (Rp     174.500,00) 
Penghasilan netto sebulan   Rp   2.315.000,00 
 
Penghasilan netto setahun   Rp 27.786.000,00 
THR      Rp   1.500.000,00 
Penghasilan netto + THR   Rp 29.286.000,00 
PTKP (K/1) 
WP   Rp 15.840.000,00 
Kawin   Rp   1.320.000,00 
Tanggungan (1)   Rp   1.320.000,00 
                 (Rp 18.480.000,00) 
  PKP       Rp 10.806.000,00 
  Tarif PPh Pasal 17: 
  5%   x Rp 10.806.000,00   =  Rp  540.300,00 
 
  Tarif lebih 20 %  x Rp  540.300,00 =  Rp  108.060,00  





JUMLAH PPh PASAL 21 SETAHUN YANG DIPUNGUT 
PT. BPR GROGOL JOYO SUKOHARJO 
 cx
Jumlah PPh yang dipungut dan 
terutang menurut  
PT BPR Grogol Joyo 
Jumlah PPh yang seharusnya 






A Rp 5.401.900,00 A Rp 5.401.900,00 
B Rp 5.203.900,00 B Rp 5.203.900,00 
C Rp 2.028.000,00 C Rp 2.028.000,00 
D Rp 2.160.800,00 D Rp 2.160.800,00 
E Rp 2.292.800,00 E Rp 2.292.800,00 
F Rp 1.668.800,00 F Rp 1.668.800,00 
G Rp 1.602.800,00 G Rp 1.602.800,00 
H Rp 1.734.800,00 H Rp 1.734.800,00 
I Rp 1.052.800,00 I Rp 1.052.800,00 
J Rp 1.734.800,00 J Rp 1.734.800,00 
K Rp 1.602.800,00 K Rp 1.602.800,00 
L Rp 1.106.800,00 L Rp 1.106.800,00 
M Rp 1.172.800,00 M Rp 1.172.800,00 
N Rp    974.800,00 N Rp    974.800,00 
O Rp 1.768.000,00 O Rp 1.768.000,00 
P Rp 1.660.800,00 P Rp 1.660.800,00 
Q Rp 1.040.800,00 Q Rp 1.040.800,00 
 cxi 
R Rp    974.800,00 R Rp    974.800,00 
S Rp 1.106.800,00 S Rp 1.106.800,00 
T Rp 1.323.300,00 T Rp 1.323.300,00 
U Rp 1.455.300,00 U Rp 1.455.300,00 
V Rp 1.521.300,00 V Rp 1.521.300,00 
W Rp    990.300,00 W Rp    990.300,00 
X Rp    924.300,00 X Rp    924.300,00 
Y Rp 1.122.300,00 Y Rp 1.122.300,00 
Z Rp    858.300,00 Z Rp    858.300,00 
AA Rp    924.300,00 AA Rp    924.300,00 
BB Rp    990.300,00 BB Rp    990.300,00 
CC Rp    875.300,00 CC Rp    875.300,00 
DD Rp    809.300,00 DD Rp    809.300,00 
EE Rp    571.300,00 EE Rp    571.300,00 
FF Rp    540.300,00 FF Rp    648.360,00 
Total pajak yang 
dibayarkan 








Dari hasil tabel di atas PT BPR Grogol Joyo membayar pajak terutang 
sebesar Rp 46.408.100,00. Seharusnya pajak terutang yang dibayarkan sebesar Rp 
46.516.160,00. Hal ini disebabkan karena ada salah satu karyawan yang tidak 
memiliki NPWP dan dikenakan tarif lebih besar 20%. 






















PT. BPR Grogol Joyo sudah memotong pajak terutang pada karyawan yang 
memiliki NPWP sesuai Peraturan Perpajakan. 
 
B. Kelemahan 
PT.BPR Grogol Joyo membayar pajak terutang dengan tarif normal. Seharusnya 
pajak terutang yang dibayarkan lebih tinggi karena ada salah satu karyawan yang 












A.  KESIMPULAN 
Pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan kegiatan 
PT. BPR Grogol Joyo menggunakan sistem Self Assessment, wewenang untuk 
menentukan besarnya pajak terutang ada di tangan WP dalam hal ini PT. BPR 
Grogol Joyo. Dengan demikian WP dituntut aktif berperan dalam menghitung, 
menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tetapi dengan sistem 
pemungutan semacam ini memberikan kesempatan memberikan kesempatan WP 
melakukan penggelapan pajak mengingat dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya tidak ada campur tangan dari Pemerintah. Untuk itu hendaknya 
Pemerintah tidak sepenuhnya lepas tangan terhadap kewajiban perpajakan WP. 
Pemerintah setidaknya tetap melakukan pengawasan terhadap pemenuhan 
kewajiban perpajakan WP. 
Ada pembedaan pengenaan tarif pemotongan PPh antara orang pribadi 
yang memiliki NPWP dengan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka 
pemotongan PPh-nya akan dilakukan dengan tarif yang lebih besar 20% 
dibandingkan jika memiliki NPWP. 
 
 cxv 
Sistem pelaksanaan pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan 
(PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan di PT. BPR GROGOL JOYO sudah sesuai 
dengan per Undang-Undangan yang berlaku. 
 
B.  REKOMENDASI 
PT. BPR GROGOL JOYO hendaknya mendaftarkan semua karyawan 
untuk memiliki NPWP demi kelancaran kegiatan perusahaan, supaya: 
1. Pengenaan tarif pajaknya tidak dikenakan lebih besar 20%. 
2. Persyaratan dalam pengajuan kredit tidak terhambat. 
3. Tidak dikenakan fiskal luar negeri. 
Bagi karyawan PT. BPR GROGOL JOYO SUKOHARJO yang belum 
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DATA KARYAWAN PT. BPR GROGOL JOYO SUKOHARJO 
NO JABATAN KODE PERKIRAAN 
PENGHASILAN * 
STATUS TANGGUNGAN 
1 Direktur Utama A Rp 5.500.000,00 K 2 ( Dua ) 
2 Direktur B Rp 5.500.000,00 K 3 ( Tiga ) 
3 Bagian 
Operasional 
C Rp 3.700.000,00 K 3 ( Tiga ) 
4 Bagian 
Operasional 
D Rp 3.700.000,00 K 1 ( Satu ) 
5 Bagian 
Operasional 
E Rp 3.700.000,00 TK - 
6 Bagian 
Operasional 
F Rp 2.800.000,00 K - 
7 Bagian 
Operasional 
G Rp 2.800.000,00 K 1 ( Satu ) 
8 Bagian 
Operasional 
H Rp 2.800.000,00 TK - 
9 Bagian 
Operasional 
I Rp 1.700.000,00 TK - 
10 Bagian Kredit J Rp 2.800.000,00 K 1 ( Satu ) 
11 Bagian Kredit K Rp 2.800.000,00 TK - 
12 Bagian Kredit L Rp 2.000.000,00 K 1 ( Satu ) 
13 Bagian Kredit M Rp 2.000.000,00 K - 





15 Remidial O Rp 3.000.000,00 K 1 ( Satu ) 
16 Remidial P Rp 3.000.000,00 K 2 ( Dua ) 
17 Remidial Q Rp 2.000.000,00 K 2 ( Dua ) 
18 Remidial R Rp 2.000.000,00 K 3 ( Tiga ) 
19 Remidial S Rp 2.000.000,00 K 1 ( Satu ) 
20 Account Officer T Rp 2.700.000,00 K 3 ( Tiga) 
21 Account Officer U Rp 2.700.000,00 K 1 ( Satu ) 
22 Account Officer V Rp 2.700.000,00 K - 
23 Account Officer W Rp 1.950.000,00 K 1 ( Satu ) 
24 Account Officer X Rp 1.950.000,00 K 2 ( Dua ) 
25 Account Officer Y Rp 1.950.000,00 TK - 
26 Account Officer Z Rp 1.950.000,00 K 3 ( Tiga ) 
27 Account Officer AA Rp 1.950.000,00 K 2 ( Dua ) 
28 Account Officer BB Rp 1.950.000,00 K 1 ( Satu ) 
29 Ekspedisi CC Rp 1.750.000,00 K - 
30 Ekspedisi DD Rp 1.750.000,00 K 1 ( Satu ) 
31 Office Boy EE Rp 1.550.000,00 K 1 ( Satu ) 
32 Satpam& 
Driver 
FF Rp 1.500.000,00 K 1 ( Satu ) 
Keterangan: 









KOMPONEN PENGHASILAN KARYAWAN  
PT. BPR GROGOL JOYO SUKOHARJO 
NO JABATAN KODE KOMPONEN PENGHASILAN 
1 Direktur 
Utama 
A Gaji                                         Rp 5.500.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    400.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp 1.000.000,00 
2 Direktur B Gaji                                         Rp 5.500.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    400.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp 1.000.000,00 
3 Bagian 
Operasional 
C Gaji                                         Rp 3.700.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
4 Bagian 
Operasional 
D Gaji                                         Rp 3.700.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
5 Bagian 
Operasional 
E Gaji                                         Rp 3.700.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
 cxxv 




F Gaji                                         Rp 2.800.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
7 Bagian 
Operasional 
G Gaji                                         Rp 2.800.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
8 Bagian 
Operasional 
H Gaji                                         Rp 2.800.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
9 Bagian 
Operasional 
I Gaji                                         Rp 1.700.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
10 Bagian 
Kredit 
J Gaji                                         Rp 2.800.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
11 Bagian K Gaji                                         Rp 2.800.000,00 
 cxxvi 
Kredit Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
12 Bagian 
Kredit 
L Gaji                                         Rp 2.000.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
13 Bagian 
Kredit 
M Gaji                                         Rp 2.000.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
14 Bagian 
Kredit 
N Gaji                                         Rp 2.000.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
15 Remidial O Gaji                                         Rp 3.000.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
16 Remidial P Gaji                                         Rp 3.000.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
 cxxvii 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
17 Remidial Q Gaji                                         Rp 2.000.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
18 Remidial R Gaji                                         Rp 2.000.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
19 Remidial S Gaji                                         Rp 2.000.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    750.000,00 
20 Account 
Officer 
T Gaji                                         Rp 2.700.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    300.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    500.000,00 
21 Account 
Officer 
U Gaji                                         Rp 2.700.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    300.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    500.000,00 
22 Account 
Officer 
V Gaji                                         Rp 2.700.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
 cxxviii 
Tunjangan transport               Rp    300.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    500.000,00 
23 Account 
Officer 
W Gaji                                         Rp 1.950.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    300.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    500.000,00 
24 Account 
Officer 
X Gaji                                         Rp 1.950.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    300.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    500.000,00 
25 Account 
Officer 
Y Gaji                                         Rp 1.950.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    300.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    500.000,00 
26 Account 
Officer 
Z Gaji                                         Rp 1.950.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    300.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    500.000,00 
27 Account 
Officer 
AA Gaji                                         Rp 1.950.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    300.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 




BB Gaji                                         Rp 1.950.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    300.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    500.000,00 
29 Ekspedisi CC Gaji                                         Rp 1.750.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    500.000,00 
30 Ekspedisi DD Gaji                                         Rp 1.750.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    500.000,00 
31 Office Boy EE Gaji                                         Rp 1.150.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 
Tunjangan jabatan                  Rp    300.000,00 
32 Satpam& 
Driver 
FF Gaji                                         Rp 1.500.000,00 
Tunjagan makan                     Rp    240.000,00 
Tunjangan transport               Rp    200.000,00 
Tunjangan kesehatan              Rp    250.000,00 







KUESIONER PENGHASILAN PER BULAN KARYAWAN 
PT. BPR GROGOL JOYO SUKOHARJO 
 
Direktur: 
Range Nominal Gaji Jumlah Orang 
Rp 3.000.000,00 – Rp 4.000.000,00 - 
Rp 4.001.000,00 – Rp 5.000.000,00 - 
Rp 5.001.000,00 – Rp 6.000.000,00 2 
Rp 6.001.000,00 – Rp 7.000.000,00 - 
Rp 7.001.000,00 – Rp 8.000.000,00 - 
 
Bagian Operasional: 
Range Nominal Gaji Jumlah Orang 
Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 1 
Rp 2.001.000,00 – Rp 3.000.000,00 3 
Rp 3.001.000,00 – Rp 4.000.000,00 3 
Rp 4.001.000,00 – Rp 5.000.000,00 - 
 
Bagian Kredit: 
Range Nominal Gaji Jumlah Orang 
Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 3 
Rp 2.001.000,00 – Rp 3.000.000,00 2 
Rp 3.001.000,00 – Rp 4.000.000,00 - 
Rp 4.001.000,00 – Rp 5.000.000,00 - 







Range Nominal Gaji Jumlah Orang 
Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 3 
Rp 2.001.000,00 – Rp 3.000.000,00 2 
Rp 3.001.000,00 – Rp 4.000.000,00 - 
Rp 4.001.000,00 – Rp 5.000.000,00 - 
Rp 5.001.000,00 – Rp 6.000.000,00                - 
 
Account Officer: 
Range Nominal Gaji Jumlah Orang 
Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 6 
Rp 2.001.000,00 – Rp 3.000.000,00 3 
Rp 3.001.000,00 – Rp 4.000.000,00 - 
Rp 4.001.000,00 – Rp 5.000.000,00 - 
Rp 5.001.000,00 – Rp 6.000.000,00 - 
 
Ekspedisi: 
Range Nominal Gaji Jumlah Orang 
Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 2 
Rp 2.001.000,00 – Rp 3.000.000,00 - 
Rp 3.001.000,00 – Rp 4.000.000,00 - 




Range Nominal Gaji Jumlah Orang 
Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 1 
Rp 2.001.000,00 – Rp 3.000.000,00 - 
Rp 3.001.000,00 – Rp 4.000.000,00 - 
Rp 4.001.000,00 – Rp 5.000.000,00 - 
 
Satpam dan Driver: 
Range Nominal Gaji Jumlah Orang 
Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 1 
Rp 2.001.000,00 – Rp 3.000.000,00 - 
Rp 3.001.000,00 – Rp 4.000.000,00 - 
Rp 4.001.000,00 – Rp 5.000.000,00 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
